BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Indonesia dalam melakukan suatu perjanjian seperti ekstradisi secara implisit

5.1.2

terdapat pada Pasal 2 KUHPidana sebagai konsekuensi locus delicti dari
pelaku tindak pidana. Secara eksplisit beberapa aturan mengenai ekstradisi
tercantum dalam perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi maupun konvensi internasional
seperti UNCATOC tahun 2000 yang telah diratifikasi serta perjanjian
bilateral yang secara khusus berlaku bagi negara-negara terkait. Eksistensi
dari ekstradisi ini tidak lepas dari pengaruh Pasal 2 KUHPidana dikarenakan
prinsip yurisdiksi yang melekat pada pasal tersebut sebagai acuan untuk

dapat mengeksekusi pelaku.

Kendala penerapan Pasal 2 KUHPidana dalam mengekstradisikan
Samadikun Hartono ke Indonesia dilatarbelakangi oleh status
kewarganegaraan ganda yang diperoleh terdakwa sehingga menyulitkan
Pemerintah untuk dapat menangkapnya. Hal ini dikarenakan Indonesia
termasuk negara berkembang yang berada dalam posisi yang sulit untuk

melakukan negosiasi politik dengan negara lain.
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5.2 Saran

5.2.1

5.2.2

5.2.3

Untuk dapat menerapkan Pasal 2 KUHPidana bagi pelaku yang buron
mancanegara, sebaiknya dari segi subtantif teknis prosedur ekstradisi lebih
dipertegas lagi untuk memilih antara menitikberatkan pada perjanjian yang
telah disepakati atau hanya mendasar pada hubungan baik secara timbal
balik antar negara, karena kedua unsur itu memiliki kelebihan dan
kekurangannya masing-masing.

Pemerintah harus dapat lebih bersikap cepat dan tanggap terhadap setiap
kemungkinan yang ada ketika menghadapi masalah korupsi dengan cara
meningkatkan sistem pengawasan melalui cegat tangkal agar pelaku tidak
melarikan diri ke luar negeri dengan alasan apapun. Kemudian Pemerintah
Indonesia perlu untuk meningkatkan kemampuan diplomasi agar posisi
tawar politik Indonesia secara global banyak berpengaruh sehingga dapat
memudahkan akses dalam melakukan pengekstradisian yang berimplikasi
pada terlaksananya Pasal 2 KUHPidana.

Sebaiknya pihak INTERPOL dapat lebih awal memanfaatkan red notine
yang disebarluaskan kepada negara-negara anggota yang bukan hanya
untuk mencari pelaku buron tetapi juga mencakup langkah pencegahannya.
Metode ini dapat dilakukan dengan cara memverifikasi identitas dan rekam
jejak pelaku ketika ingin memperoleh kewarganegaraan ganda melalui
koordinasi dengan pihak keimigrasian. Dengan adanya hal tersebut, kedua
belah pihak sepatutnya sudah mendeteksi atau secara patut mencurigai

bahwa dengan keberadaan kewarganegaraan ganda yang ingin diperoleh
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pelaku dalam peruntukannya tidaklah baik. Hal ini agar pelaku tidak mudah
untuk melarikan dan melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dari
kejahatan yang telah dilakukan pada negara sebelumnya. Selain itu pula,
seharusnya INTERPOL tidak menyampingkan prinsip-prinsip yang secara
normatif terdapat dalam perjanjian ekstradisi dengan lebih memilih untuk
mengedepenkan upaya melalui jalur diplomasi diluar dari perjanjian
ekstradisi tersebut, karena idealnya jika INTERPOL berdasar pada
perjanjian ekstradisi maka teknik prosedurnya lebih terarah dan kepastian

hukum bagi si pelaku lebih terjamin.
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